SALINAN
NOMOR 12/2019

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSERCAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan  meningkatkan
perekonomian daerah vang diselenggarakan berdasarkan
azas demokrasi ckonomi, perlu didukung kelembagaan

Bank Perkreditan Rakyat;

b, bahwa dipandang penting dan strategis untuk
meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugua Artha

melalui perubahan bentuk badan hukum dan nama;

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Ayat (2] Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 139 Ayat (1] Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
dan Pasal B8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Ralkyat Mililk Pemerintah Daerah, Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak
sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Persercan Dacrah



Mengingat

1.

Bank Perkreditan Rakvat Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta scbhagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota
Keeil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomaor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1908 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790},

Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Permmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6398);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2011 MNomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 1l
Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat [1 Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987



Nomor 29, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3354);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nemor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3504);

13. Peraturen Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana
telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 4G
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ientang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5244,

15, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 3035, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

|6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tcntang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1989);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Dacrah
sehagaimana telah diubah peberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
rentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310];

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan  Investas] Pemerintah
Daerah (Berita MNogara Repuhblik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

70, Peraturan Menteri Hulkum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Permerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1375);

53, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 700},

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2018
Nomor 153);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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28.

29.

sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor a0
rahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomaor:
1/POJK.07 /2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan, [Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5431):

.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

1 /POJK.O7 (2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7014 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5499);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
20/ POJK.03/2014 tentang Bunk Perkreditan Rakyat
(Lembaran MNecgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56249);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Hﬂmnl:r:
4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bag
Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor S685);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan Ralkyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan LemB8baran Negara
Republik Indonesia Nomor H6EE);

30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

44 [POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja
Bagi Anggola Direksi dan Anggota KomisarisBank
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Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyal Syariah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015
Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5815);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Raloyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5955);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
19/POJK.03/2017 tentang Penctapan Status dan Tindak
Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6052);

.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

48/POJK.03/2017  tentang Transparansi  Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor HO98);

45 Peraturan Daerah Kota Malang Nomoer 10 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 63) sebagaimana
telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Malang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
DacrahKota Malang Nomor 10Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keunangan Daerah (Lembaran Daerzh
Kota MalangTahun 2014Normor 12}



Menetapkarn

16, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5
Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA
SEJAHTERA KOTA MALANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
Pemnerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.

I

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang selanjutnya
disinglat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
Kota Malang.

5. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang
selanjuinya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik
Dacrah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
dacrah.
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Persercan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan
adalah badan hukum vang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melalkukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas serta peraturan

pelaksanaannya.

Perusahaan Persercan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang selanjutnya
discbut PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
[Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu per seratus) sahamnya dirniliki oleh Pemerintah
Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah Kota Malang yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan
daerah vang dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal
Daerah pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroday.

Penyertaan Modal Dacrah adalah bentuk investas:
pemerintah daerah Kota Malang berupa uang dan/fatau
barang milik daerah pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) dengan mendapar  hak
kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagai organ
perusahaan perseroan daerah vang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perusahaan perseroan daeran dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
Direlksi atau Komisaris.
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Komisaris adalah organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) yang bertugas relaloukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Tugn
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Direksi adalah organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) untuk kepentingan dan
tujuan PT. BPR Tugu Artha (Perscroda), serta mewalali
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang {Perseroda)
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Tugu

Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal.

Direletur adalah Direktur PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda).

Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang [Perseroda).

Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu vang sclanjuimnya
disingkat PKWT adalah perjianjian  kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja

tertcnta.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya
disingkat PKWIT adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh  dengan pengusaha untuk mengadakai
hubungan kerja yang bersifat tetap.

Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan janghka
waktu 5 (lima) tahun.
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Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat TKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.

Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) atau sebutan lain yang
selanjutnya disebut RKA PT. BPFR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang [Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari
Rencana Bisnie PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
{Perseroda).

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai  berbagai
proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilalukan, dimana den oleh =sapa
dilakukan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Bail adalah sistem
pengelolaan  yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ckonomi
yang berkesinambungan dan kescimbangan hubungan
antar pemangku kepentingan.

Kantor Cabang adalah kantor FT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang secara langsung
bertanggungjaweb kepada kantor pusat PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Persernda), dengan alamat
tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut
melakukan usahanya.

Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas,
tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membanfu
kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas
dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabunglkan diri
peralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima
penggabungan dan gelanjutnya status badan hukum
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Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena
huboam.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
dua Perserpan atau lebih untuk meleburkan diri dengan
cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang
meleburlean diri berakhir karena hukum.

Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan
untuk mengambil alih saham  Perseroan  yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Persercan
tersebut,

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,
adalah lembaga yang independen dan bebas dari cempur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengafuran, pengawasat, pemeriksaan, dan
penyidikan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 9011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan.

 Kontrak Kinerja adalah permyataan leesepakatan dengan

perusahaan yang memusat antara lain  janji  atau
pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk
memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat
UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan
kepatutan seseOTANg untuk menjabat sebagai anggoia
Komisaris dan anggota Direlsi PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah
mengikuti UKK.

Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah
mengikuti UKK.
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36.

Panitia Sclcksi adalah panitia  yang dibentuk untuk

melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan
Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan olch
RUPS.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau  badan  hukum untuk

membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAR 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan
tentang Perubahan Bentuk PBadan Hukum dan Nama
Perusahsan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha
menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang meliput:

&

=)

- R -

e

Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama;
MNama dan tempat kedudukan;

Merek Jasa;

Maksud dan tujuan;

Kegiatan usahs;

Jangka waktu berdiri;

Besarnya madal dasar;

_ Organ dan pegawal,

gatuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya

Perencanaan, operasional dan pelaporan,

k. Tahun bulu dan penggunaan laba;

—

Kerja sama;

. Pembinaan dan pengawasan;

Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan
hukum;

. Kepailhtan;



BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha atau
PD. BPR Tugu Artha yang dehulu bernama Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkkat 1T Malang
disingkat Perusahaan Dacrah Bank Pasar yang didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Praja Malang Nomor
16/D.P.D tanggal 2 Juli 1951 dan diaktiflcan kembali tanggal
17 Mei 1978, kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah
Tingkat Il Malang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat Il Malang
denpgan segala perubahannya, yang dinyatakan dicabut dan
tidale berlaku lagi melalui Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Malang Nomor 12 Tahun 1908 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya
Daerah Tingkat I Malang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
1l Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat Il Malang
dan terakhir telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
melalui Peraturan Daerah kota Malang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Perusahaan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat diubah
bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang atau disingkat PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroday).

Pasal 4

(1} Walikota berwenang untuk memproses perubahan bentuk
Badan Hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
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(1)

(2]

(3]

[4)

Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memproses
perubahan bentuk Badan Hukum dan nama sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) kepada pejabal yang berwenang
sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IV
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah scbagaimana dimaksud
dalarm Pasal 3 bernama Perusahaan Persercan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang atau disingkat PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang [Perserodal.

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan
berkantor pusat di Kota Malang,

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal)
schagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat
mengembangkan usahanya dengan membentuk Kanior
Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem

Layanan.

Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, vang
sclanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB V
MEREK JASA

Pasal 6

(1) PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

menggunakan Merek Jasa yang diatur dalam Peraturen
Direksi.



(2) Pendaftaran Merek Jasa PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) dilakukan oleh Direksi PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 7

Maksud pendirian PT. BPR Tugn Artha Sejahtera Kota Malang
|Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi
Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sehagai
salah satu sumber pendspatan daerah dalam rangka
mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju, mandiri dan
berdava saing melalu pelayanan perbankan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pendirian PT. BFR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

[Perseroda) adalah:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah;

b, memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

c.  mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah
vang efektil, efisien, dan berdaya guna sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4 mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan
vang baik; dan

e. memperoleh laba atau keuntungarn.



BAR VII
KEGIATAN USAHA

Paszal 9

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal § PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) melakukan kegiatan
usaha meliputi:

a.

=

menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat
dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan;

memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat
dan/atau kredit usaha rakyat daerah, seria
melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha
mikro kecil dan menengah;

melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan
lembaga lainnya;

menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan
lembaga lainnya;

membantu pcmerintah  daerah  dalam optimalisasi
penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
membantu pemerintah  kelurahan melaksanakan
penyaluran alokasi dana kelurahan dan dana-dana lain
yang dapat dikelola oleh PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rincian kegiatan usaha PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},
dimamuskan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang

dibuat di hadapan Notaris.
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BAB V1l
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

didirikan untul jangka waktu yang tidak terbatas.

(1]

(2]

13

BAB IX
BESARNYA MODAL DASAR
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Paszal 11

Sumber modal PT. BER Tugu Artha Scjahtera Kota Malang
(Perseroda) terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. hibah; dan

c. sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. kapitalisasi cadangamn;

b. keuntungan revaluasi asset; dan

c. aglo saham.

Sumber modal PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur sesual dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
yang bersumber dari penycriaan modal daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} buruf 2 merupakan batas
pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).



Pasal 13

(1) Penyertaan modal dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,

(2) Penyertaan modal dacrah kepada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dilakukan untuk:

a. pendirian; dan
b, penambahan modal.

(3] Penyvertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang
milik Daerah.

(4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada
saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah
scsual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BFR
Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda) ditujukan
untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.

(2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
penyertaan modal, dilakukan perubahan  Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan,

Pasal 15

{1} Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan
modal PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Persernda) dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;
b, penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemcrintah Daerah.



(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal

PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalkan setelah
dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan

tersedianya rencana bisnis,

Pasal 16

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber medal lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf
b dan huruf e diputuskan oleh RUPS.

(1}

(2)

[3)

(4

Bagian Kedua
Besarnya Modal

Pasal 17

Modal dasar PT. BPR Tugu Artha Sejahters Kola Malang
(Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah).

Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah

Daerah.

Madal diternpatkan dan modal disetor PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang-

kurangnva sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan

maodal dasar,

Modal ditermpatkan dan modal disetor PT. BFR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dirmaksud

pada ayat (3] sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu

sebesar Rp.11.200.000.000,00 (Scbhelas Milyar Dua Ratus

Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lma juta
rupiah), demikian berdasarkan Neraca Awal PT. BPR
Tugu Artha Scjahtera Kota Malang {Perscrodal;

b. Tahun Anggaran 2000, scbesar Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), demikian berdasarkan Surat



Pernyataan Walikota Malang tertanggal
30 Nopember 2000,

Tahun Anggaran 2001, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), demikian berdasarkan Surat
Pernyatzan Walikota Malang tertangzal 30 Juni 2001
dan Berita Acara Sekrctariat Daerah Kota Malang
Bagian Perekonomian tentang Penyerahan Bantuan
Tambahan Modal Untuk PD. Bank Perkreditan Rakyat
Kota Malang Nomor 135 Tahun 2001 tertanggal
19 Juni 2001;

. Tahun Anggaran 2001, sehesar Rp.25.000.000,00 (dua

puluh lima juta rupiah), demikian berdasarkan Surat
Pernyataan Walikota Malang tertanggal
28 Desember 2001 dan Berita Acara Sekretariat Daerah
Kota Malang Bagian Perekonomian tentang Penyerahan
Bantuan Tambahan Modal Untuk PD. Bank
Perkreditan Rakyat Kota Malang Nomor 06 Tahun 2001
tertanggal 11 Desember 2001,

Tehun Anggaran 2002 (Triwulan 1), scbesar
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
demikian berdasarkan Surat Pernyataan Walikota
Malang tertanggal 9 April 2002 dan Berita Acara
Qekretariat Daerah Kota Malang Bagian Perekonomian
tentang Penyerahan Bantuan Tambahan Modal Untuk
PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang Nomor a7
Tahun 2002 tertanggal 08 April 2002;

Tahun Anggaran 2002 (Triwulan I}, sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Surat Pernyataan Walikota Malang
tertanggal 5 Juli 2002 dan Berita Acara Sekretariat
Daerah Kota Malang Bagian Perckonomian Tentang
Penyerahan Bantuan Tambahan Modal Untuk PD.
Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang Nomor 10
Tahun 2002 tertanggal 2 Juli 2002;

Tahun Anggaran 2002 (Triwulan III), sebesar
Rp.85.000.000,00 [delapan puluh lima juta rupish],



1.

demikian berdasarkan Surat Pernyataan Walikota
Malang tertangzal 30 September 2002 dan Berita Acara
Sekretariat Daerah Kota Malang Bagian Perekonomian
Tentang Penyerahan Bantuan Tambahan Modal Untuk
PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang Nomor 123
Tahun 2002 tertangzal 30 September 2002;

Tahun Anggaran 2002 (Tribulan [V), sebesar
Rp.20.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah),
demildan berdasarkan Surat Pernyatean Walikota
Malang Bulan Nopember 2002 dan Berita Acara
Sekretariat Daerah Kota Malang Bagian Perekonomian
Tentang Penyerahan Bantuan Tambahan Medal Untuk
PD. Bank Perkreditan Ralorat Kota Malang Nomor 129
Tahun 2002 tertanggal 20 Nopember 2002;

Tahun Anggaran 2003, sebesar Rp.250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 01
Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2003;

Tahun Anggaran 2004, secbesar Rp.250.000,000,00
dua ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 01
Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2004,

Tehun Anggaran 2005, secbesar Rp.250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2
Tahun 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005;
Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp.250.000.000,00
(dua ratus lma puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 1
Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2006,

Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1



Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan
Peraturan Walikota Malang Nomor | Tahun 2007
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007,

. Tahun Angpgaran 2008, schesar Rp.450.000.000,00
{empat ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Dacrah Kota Malang Nomor 3
Tahun 2008 tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan
Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008;

Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp.450.000.000,00
fempat ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1
Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan
Peraturan Walikota Malang Momor 7 Tahun 2009
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009;

. Tahun Anggaran 2010, scbesar Rp.450.000.000,00

empat ratus lima puluh juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2010,

Tehun Anggaran 2011, sebesar Rp.450.000.000,00
[empat ratus lima puluh juta rupiah], demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14
Tahun 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan
Peraturan Walikota Malang Nomeor 52 Tahun 2010
tentang Penjabaran APED Tahun Anggaran 2011;
Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp.750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), demilian
berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2012;

Tahun Anggaran 2013, sebesar Ep. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupizh), demikian berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang
APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota



(5]

(6)

Ll.

Malang Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2013;

Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.1.500.000.000,00
{satu milvar lima ratus juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Angpgaran
2015 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 43
Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015;

Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), demikian berdasarkan
Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016;

Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp.1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah), demikian berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor & Tahun 2017 lentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp.1.500.000.000,00
[satu milyar lima ratus juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp.1.500.000.000,00
{satu milyar lima ratus juta rupiah), demikian
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang APBD Tahun Anggaran 2019,

Modal PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya

dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Penyvertaan modal oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal
disetor PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang
[Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri



dengan  berpedoman pada  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku.

(7] Sumber dana penambahan modal sebagaimana dimalsud
dalam ayat (5] dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu
dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kekayaan PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang
(Perseroda)

Pasal 18

(1) Kekayaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PD. BPR TUGU
ARTHA pada saat perubahan bentuk badan hukurmn.

(2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh
Akuntan Publik terdaftar.

(3) Apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak
lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh
kekayaan PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1), harus
dilakukan penilaian kembali.

(4) Walikota melaporkan hasil penilaian sebagaimana

dimaksud avat (3] kepada Menteri Dalam Negeri sesua
dengan Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku.

BAB X
DRGAN DAN PEGAWAI PT. BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG (PERSERODA)
Bagian Kesatu
Organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal

Pazal 19

Organ PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

terdirl atas:



a. RUPS;
b, Komisaris; dan
. Direksi.

(1)

=
{3)

{4)

(5)

(1)

(2)

()

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUFS)

Pasal 20

RUPS mempunyai wewenang yvang tidak diberikan kepada
Dircksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan
dalam  Peraturan  Perundang-undangan  dan/atau
anggaran dasar.

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling
lambat & (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Persercan.

Ketentuan mengenal penetapan tempat dan tata cara
penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam
Angparan Dasar PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda).

Paszal 21

Walikota mewakili Daerah selaln pemegang saham
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perscroda) di
dalam RUPS.
Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekavaan dacrah yang dipisahkan pada PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang [Perseroda) dan mempunyai
kewenangan mengambil keputusan.
Kewenangan  mengambil  keputusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 dapat dilimpahkan kepada
pimpinan perangkat daerah melalui:
a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1) perubahan anggaran dasar;

2) pengalihan asel tetap;

d) kerja sama;



4) investasi, pembiayvaan, pembentukan anak
perusahaan dan/atau penyertaan modal;

5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber
dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan
revaluasi aset, dan agio saham;

6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan
Direlsi;

7) penghasilan Komisaris dan Dircksi

8) penetapan besaran penggunaan laba;

9) pengesahan laporan tahunan;

10} penggabungan, pemisahan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran; dan

11} jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BFR Tugu
Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda) dalam 1
(satu) transaksi atau lebih.

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.

(4) Pclaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diberikan insenti{ yang bersumber darn hasil
pengelolaan Kekavaan Daerah Yang Dipisahkan.

|2) Besaran insentif pelaksana kewenangan
sebagaimanadimaksud pada ayat (4] ditetapkan
berdasarkan:

a. target kinerja PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda);

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sesual jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan PT. BFR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Persernda).

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan
insentif pelaksana kewenangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Walikota.



Pagal 22

Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Tugu
Artha Scjahtera HKota Malang (Perseroda) apabila dapat
membuktikan:

a. tidak mempunyal kepentingan pribadi baik [angsung
maupun tidak langsung;

b, tidalk terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
{Perseroda); dan/atau

¢. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
menggunakan kekayvaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera

Kota Malang (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPE sesuai dengan
ketentiian Peraturan Perundang-undangan yvang mengatur

mengenal Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Fasal 24

(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) maupun usaha PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda), dan memberi nasihat kepada
Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentinganPT.
BFRE Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dan
sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Tugu Artha
Bejahtera Kota Malang (Perseroda).

Fasal 25

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPE.



Pasal 26

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan
kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara
Pemerintahan Daerah sebagal pemegang saham terbesar.

(2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota
Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan /atau dalam
hal terjadi kekosongan jabatan.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud paca ayat (1) berakhir
pada saal pelaksanaan scleksi sclesai dilakukan,

Pasal 27

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui
seleksi.

(2) Scleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
melalui tahapan:
a. seleksi administrass;
b. UKK: dan

c. wawancara akhir,

Pasal 28

Panitia Seleksi anpggota Komisaris ditetapkan dengan
Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat scbagai Komisaris, harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggl untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan;
kompetensi;

d. reputasi keuangan yang baik;

e, memahami penyelenggaraan pemerintahan dacrah;



(1)

(2)

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen;

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
fugasnys,

berijazah paling rendah 5-1 (strata satu);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris vang dinvatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala

Daergh atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon
angpota legislatif.

Pasal 20

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf b meliputi;

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan;

c. memiliki komitmen yvang tinggi terhadap pengembangan
operasional BPR yang sehat; dan

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 hurul ¢ meliputi:

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan vang
memadai dan relevan dengan jabatannya)

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau

lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2
(dua) tahun; dan

c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi

kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi
Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota

Komisaris.



(3] Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi
terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki
pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris
lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

a, tidal termasuk dalam daftar kredit macet; dan
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
Komisaris vang dinyvatakan bersalah menycbabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 35
{lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 31

(1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen
dan unsur lainnya sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. angeota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha
Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa
jabatannya;

b, pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

¢. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah,; atau

d. ekternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada
huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Unsur independen sebagaimeana dimaksud pada ayat (2},
merupakan anggota Komisarisyang tidak ada hubungan
keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun
pemegang saham,

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat



(&)

(1)

(2]
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=)

{6)

(1

Pemerintah Daerah vang tidak bertugas melaksanakan
pelayvanan publik.

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan
pejabat vang melakukan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif  yang disediakan  oleh
penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Jumlah anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS,

Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan
jumlah Direksi.

Dalam hal anggota Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang
anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai
Ketua merangkap anggota Komisaris.

Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 [satu)
arang anggota, | (satu) orang anggota Komisars dianghkat
sebagai Komisaris Utama.

Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan,
pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodaj.

Pasal 33

Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
a. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyalk 1 ([satu)
orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;



b. Jika jumlah angpota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang
terdiri atas:

1) | (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1
(satu) orang unsur independen; atau

2) 2 {dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

¢. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tige) orang
terdiri atas:
1)1 (satu) orang pejabat Pemerintah Dacrah, dan 2
{dua) oreng unsur independen; atan

2)2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan |
[satu) orang unsur independen,;

d. Jika jumlah anggota Komisaris schbanyak 4 (empat)
orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 {dua)
orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang
unsur independen; atan

2] 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)
orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang
unsur independen;

e. Jika dengan jumlah angpota Komisaris sebanyak 5

(lima) orang terdiri atas:

1] 1 (satu) crang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga)
orang pejabat Pemerintah Daecrah, dan 1 (satu) orang
unsur independen;

2] 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua)
orang pejabal Pemerintah Daerah, dan 2 (dusg) orang
unsur independen; atau

3) 1 [satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)
orang pejabat Pemerintah Dacrah, dan 3 (tiga) orang
unsur independen.

(2] Ketentuan pengisian jabatan Komisaris yang berasal dari
pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan hurul ¢, dan pejabat
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.



Paszal 34

(1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Komisaris terpilih
kepada RUPS,

(2) RUPS mengajukan calon anggota Komisaris kepada OJK
paling lama 90 (sembilan puluh) han sebelum masa
jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.

(3) Tata cara pengajuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4] Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan
penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat
schagai anggota Komisaris.

(5] Selain menandatangeni kontrak kinerja secbagaimana
dimaksud pada ayat (4), Calon Angpota Komisaris terpilih
menandatangani  surat  pemnyataan  yang  berdsi
kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik,
bersedia diberhentikan sewaktu-walkitn, dan tidak akan
menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan
dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih dilakukan
dengan keputusan RUPS sesuail dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 36
Eeputusan RUPS mengenal pengangkatan anggota Komisarns
disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Direkbtur Jenderal Bina Keuangan
Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 37

(1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan
wakiunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuah
untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendinian,

(2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya



(1)

(2)

(3)
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kekosongan kepengurusan PT. EPR Tugn Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda).

Pasal 38

Angpota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling
lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
[satu) kali masa jabatan,

Ketentuan mengenai sclcksi sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota

Komisaris vang dinilai mampu melaksanakan tugas

dengan baik selama masa jabatannya.

Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

b. pemberian masukan dan saran atas pengeclolaan PT.
BFR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal;
penerapan tata kelola perusahaan yvang baik;

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya
kecurangan,; dan

e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Dalam  melakukan  penilaian kemampuan  tugas

sebagaimana yang dimasksud pada ayat (3] berdasarkan

dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. rencana bisnis;

rencana kerja dan anggaran PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

laporan keuangan;

laporan hasil pengawasan;

kontralk kinerja; dan

risalah rapat dan kertas kerja.

Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota

Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali

sebagai anggota Komisaris,

S T



(1)

(2)

(3)
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Pasal 39

Angpota Komisaris dilarang mempunyal  hubungan

keluarga dengan:

a., anggota Komisaris lainnya dalam hubungan scbagai
orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara
kandung, ipar dan suami/istri; dan

b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua,
anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara
kandung.

Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan

pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Tugu

Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan

pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum

atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Tugu

Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal.

Pasal 40

Angoota Komisaris hanva dapat merangkap jabatan
sebagai angpota Dewan Pengawas dan/atau anggota
Komisaris paling banyak 2 (dua) jabatan pada BPR lain
dan/atau Bank Pembiayaonn Rakyat Syariah.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewakru-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 |{dua puluh)
hari kerja sejak yvang bersangkutan diangkat memanghku
jabatan baru sebagai angeota Komisaris, semua jabatan
yang bersangkutan scbagai anggota Komisaris dinyatakan
beralchir,

Pasal 41

Anggola Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai:



(2)

{3

a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank
Pemnbiavaan Rakvat Syariah, dan/atau Bank Umum,;

b. angpota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik
Swasla;

c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan [ atau

d.pecjabat  lain  vang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan scbagai anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak yang bersanghkutan diangkat memangku
jabatan baru scbagal angpgota Komisaris, jabalan yang
bersangkutan sebagsi anggota Komisaris dinyatakan
berakhir.

Pasal 42

Walikota dan wakil Walikota dilarang menjabat scbaga

enggota Komisars.

(1

(2)

Pasal 43

Komisaris bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda); dan

b. mengawasi dan memberi nasthat kepada Direksi dalam
menjalankan  pengurusan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

untuk:

a. mernastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan
yvang baik; dan



b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut  hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga
pemeriksa lannya.

(3) Komisaris wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(4) Penpgawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2

dilakukan sccara:
a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

dan
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Komisaris mempunyal wewenang antara lain:

d.

meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan
dan anggaran PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang
(Perscroda) scbelum diserahkan kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan;

meneliti neraca dan laporan laba rugi vang disampaikan
Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;

memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidale
diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal;
menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Tugu
Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda);

. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT.
BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal;
mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada
RUPS; dan

menunjuk  seorang atau  beberapa ahli untuk
melaksanakan tugas tertentu.



Pasal 45

(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang

bertanggung jawab kepada RUPS.
(2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis
vang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota

Komisaris.

Pasal 40

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada

RUPS dan OJK setempat mengenal pelaksanaan tugasnya
paling sedikit sekali dalam & (enam) bulan dan tembusannya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 47

(1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan FT. BFR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

[2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lala
menjalankan tugasaya.

Pasal 48

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
. memnggal dunia;

b. masa jabatannva berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Paszal 49

(1) Dalam hal jabatan anggote Komisaris berakhir karena
masa jabatannya berakhir sebagaimana dimmaksud dalam
Pasal 48 hural b, anggota Komisaris wajib menyampaikan
laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama
3 [tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2} Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan



[3]

(4]

(3]

(1)
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vang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah
berakhir masa jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Komisaris.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS
Tahunan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan
oleh RUPS.

Pasal 50

Dalam hal jabatan anggeta Komisaris berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib

disertai alasan pemberhentian,

Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi vang dapat dibuktikan secara sah, anggola

Komisaris vang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidal melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,

¢. terlibat dalam  tindakan  kecurangan — yang
mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda), negara, dan/atau
Dacrah;

d. dinvatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;



f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Komisaris sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan/atau

g tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi,
likuiidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pasal 51

(1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

(2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling secdikit
memuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
¢. tata cara pemberhentian.

FPasal 52

(1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS,

|2) Penghasilan angpota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. honorariam;
b. tunjangan;
¢. [asilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

{3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Penghasilan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pazal 53

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang
dibiayai aleh PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda).

(2) Tugas sckretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas

Komisaris.



Pasal 54

Biava vang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dan dimuat dalam rencana
kerja dan anggaran PT, BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

(Perseroda).

(1)
(2)

(3)

[

(3]

(&)

Pasal 55

Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.

Komisaris melakukan rapal dalam pengembangan usaha

dan pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota

Malang [Perseroda).

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencena kerja anggaran PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda); dan

¢. rapat luar biasa.

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf

a dapat disclenggarakan:

a. paling sedikit 4 (empat| kali dalam 1 (satu) tabun atas
undangan Komisans Utama; atau

b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau
atas permintaan Dircksi.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula

diambil di luar rapat Komisaris scpanjang seluruh anggota

Komisaris setuju tentang carsa dan materi yang

diputuskan.

Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang

berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk

apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota

Komisaris.



Bagian Keempat
Direksi
Pasal 56
{1) Dircksi melakukan pengurusan terhadap PT. BFR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
(2} Pengurusan oleh Direksi PT. BFR Tugu Artha Sejahlcra
Kota Malang (Perseroda) dilaksanakan sesual dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai perseroan terbatas.

Pasal 57

Direksi pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 58

{1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan
kewenangan kepada Walikota selaku penyclenggara
Pemerintahan Dacrah sebagai pemegang saham terbesar.

(2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota
Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam
hal terjadi kekosongan jabatan.

[3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir
pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 59

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui
seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikat
melalui tahapan:
a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan

. wawancara akhir.



Pasal 60

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan
Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal &1

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.
b.

- n o0

sehat jasmani dan rohani;

merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan;
kompetensi;

reputasi keuangan yang baik;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami manajermnen perusahaan;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
perusahaan;

berijazah paling rendah 8-1 (strata satu);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di dang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tm;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anpgota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yvang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak pernan dihukum karena melakukan tindak pidana
vang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala
Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon
anggota legislatif.



Pasal 62

(1) Persyaratan integritas scebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 huruf b meliputi:

a.
b.

d.

memiliki alkhlak dan moral vang baik;

memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mecmilikl komitmen yang Hrgei terhadap
pengembangan operasional BPR yang sehat; dan

tidak termasuk dalam Daftar Tidak Luluas.

(2) Persyaratan kompetensi scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 huruf ¢ meliputi:

.

memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang
memadai dan relevan dengan jabatannya;

memiliki  pengalaman dan  keahlian di  bidang
perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non
perbankan paling sedikit 2 {dua) tahun;

. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan

strategis dalam rangka pengembangan FT. BFRE Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perscroda) yang sehat;
dan

. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

{3) Persyaratan rcputasi keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 huruf d meliputi;

a.

b.

tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

tidak pernah dinvatakan pailit atau menjadi anggota
Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 63

(1} Jumlah anggota Direksi ditetapkan olch RUPS.
(2} Jumlah angpota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} paling sedikit 1 (satu] orang dan paling banyak 5 (lima)

orang.



(3

(4

(1]

=]

Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektifitas pengurusan FT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota

Malang (Perseroda).
Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2].

Pasal 64

Walikota menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih
kepada RUPS.

RUPS mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK
disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum
masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

(3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

()

(5}

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Calon anggota Dircksi terpilih mclakukan
penandatangenan kentrak kinerja sebelum dianglat
sebagai anggota Direksi,

Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Calon anggota Dircksi terpilih
menandatangani  surat  pernyataan  yang  berisi
kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik,
bersedia diberhentikan sewaktu-walktu atau mengajukan
proses hukum sehubungan dengan pemberhentian

terschut.

Pasal 65

Penganglatan Calon anggota Direksi terpilih  dilakakan
dengen Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 66

Keputusan RUPS mengenal pengangkatan anggota Direksi
disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.



(1)

(2)

(1)

(<)

(3]

(4

Pasal 67

Anppota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh

RUPS,

Pelantikan dan pengambilan sumpah  jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS
mengenai Penganglkatan Anggota Direlesi,

Pasal 68

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimeana dimaksud dalam
Pasal 59 tidalk berlalu bagi pengangkatan kembali anggota
Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan
baik selama masa jabatannya.

Penilaian kemampuan tugas schagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis
serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

b. meningkainya opini audit atas laporan keuangan
perusghaan atau mampu mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan

d. terpenuhinyva target dalam kontrak kinerja.

Dalam  melakukan penilaian kemampuan tugas

sebagaimana yvang dimaksud pada ayal (2) berdasarkan

deloumen paling sedilot terdin atas:

a. rencana bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR Tugu Artha
Sejahlera Kota Malang (Perserodal;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan; dan

c. kontrak Kinerja.

Dalam hal angpota Direksi diangkat kembali, anggota

Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.



(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimalksud
pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali
sebagal anggota Direksi.

Pasal 69

Pengangkatan kembali anggota Direksi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk
penganglkatan pertama leali pada saat pendirian.

Pasal 70

(1) Anggota Dircksi diangkat untuk masa jabatan paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan kecuali:

a, ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat
untuk masa jabatan yang ketiga.

[2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik
scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurul b paling
sedikit memenuhi kriteria:

a, melampaui target realisasi terhadap rencana hisnis
serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang [Perserodal;

b. opiniaudit atas laporan keuangan perusahaan minimal
Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar
100% (seratus persen) selama 2 {cua)

periodekepemimpinan.



Pasal 71

(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara
kandung termasuk ipar dan suami/fistri; dan
b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang
tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan
saudara kandung.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung
atau tidak langsung pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang [Perseroda) atau Badan Hulkum /Perorangan
vang diberi kredit olch PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Persercdal.

Pasal 72

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai:

a. anggola Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Swasta;

b. jabatan lainnya scsuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan; atau

¢. jabatan lain yang dapat menimbulkan konfhk
kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan scbagai anggota Dirclksi.

[3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja scjak vang bersangkutan diangkat memangku
jabatan baru scbagai anggota Dircksi, jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan
berakhir.

Pasal 73

(1) Direksi mempunyai tugas:



(2]

BL.

melaksanakan manajemen PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) meliputi:

1] menyusun perencanaan;

2] pengurusan/pengelolaan; dan

3) pengawasan kegiatan operasional.

menetapkan  kebijakan  untuk  melaksanakan
pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perscroda) berdasarkan
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;

. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan

dan Anggaran PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota
Malang (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris
vang meliputi aturan di bidang organisasi,
perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian,
umum, dan pengawasan untuk mendapatkan

pengesahan,

. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan

hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perserodal;

menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang
terdiri atas Meraca dan Laporan Laba Rugi kepada
RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan;

dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Direlsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya
pengembangan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perserodal.

Pasal 74

Direksi mempunyai wewenang:
a. mengurus kekayaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perserodal;



(1)

(2)

mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan
Peraturan Kepegawaian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) yang bersanglkutan;

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dengan
persetujuan KomisarisH;

mewalkili PT. BPR Tugu Artha Secjahtera Kota Malang
(Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;

menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melalkukan
perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda), apabila dipandang
perlu;

membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan
RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangarn;

membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan
atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang merupakan hasil
pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
{(Perseroda)  berdasarkan  persetujuan RUPS atas
pertimbangan Komisaris sesuai  dengan kelentuan
Peraturan Perundang-undangan,

. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisarisdan Dircksi

serta pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perserodal;

menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda); dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direlsi
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1]



dan Pasal 74 bertanggung jawab kepada RUPS melalui
Komigaris.

(3) Pertanggungjawaban periodik Direksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakulan secara tertulis yang
ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

FPasal 76

(1) Direksi terdiri dari Dircktur Utama dan anggota Direksi
atau direktur utama merangkap anggota Direksi.

{2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai lugas menyelenggarakan perencanaan dan
koordinasi dalam pelaksansan tugas Dircksi serta
melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja
PT. BPFR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda).

(3] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat [2), masing-masing anggota Direlesi mempunyai
kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi,

(4] Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di
tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi
menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural FT. BPR Tugu
Artha Sciahtera Kota Malang (Perseroda) sebagai
pclaksana tugas Direlesi.

(5] Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimalkesud
pada ayat (4) ditctapkan dalam Keputusan Direksi dan
diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.

(6] Keputusan Dircksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pazal 77

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;

h. masa jabatannya berakhir; atau

¢, diberhentikan sewaktu-walktu.



(1)

(2)

(2]

[

(1)

(]

Pasal 78

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan
pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan
yang belum dilaporkan paling lama 1 [satu) bulan setelah
berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris
wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas
kinerja Direksi kepada RUPS,

Laporan schbagaimana dimaksud pada ayat (2} serta
penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
avat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Direksi vang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan
kepada RUPS Tahunan.

Pasal 79

Dalam hal jabatan angpota Direksi berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu schagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib

disertai alasan pemberhentian,

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi vang dapat dibuktikan secara sah, anggota

Direksi vang bersangkutan:

a, tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan kctentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,



¢. terlibat dalam  tindakan — kecurangan  yang
mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Persercda), negara, dan/atau
Daerah;

d. dinvatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dircksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

g. lidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, ikuidas,
akuisisi, dan pembubaran FT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Pasal B0

(1} Dircksi pada PT. BPR Tugu Artha Sejohtera Kota Malang

(2]

(1}

{2)

(Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian
schagaimana dimaksud pada ayat (1], paling sedikit
memuat materi:

a. wusulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.

Paszal 81

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang [Perseroda) dilaksanakan
oleh Komisaris.

Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) untuk
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan
pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 [cnam) bulan.
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(4

(1)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota

Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

berbentuk Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Tugu

Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) untuk membantu

pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perscroda) sampai dengan

pengangkatan anggotn Komisaris dan anggota Direksi

definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilarang:

a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPRE Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal;

b. merubah rencana bisnis tanpa persefujuan RUPS
melalui Komisaris;

c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui
Komigaris;

d. menambah atau mengurangi pegawal tanpa
persetujuan RUPS melalul Komisaris;

e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan
RUPS melalui Komisaris; dan

f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan
RUPS melalui Komisaris.

FPasal 82

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang [Perseroda).
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesual  dengan ketentuan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

(1} Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.



(@) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdir atas:
a4, gajl;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentifl pekerjaan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan scsuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang
tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efliziensi,
efektifitas dan kemampuan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda).

Pasal B3

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas| har kerja;

b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk sctiap
akhir masa jabatan;

e. cutb kawin;

d. cuti sakit;

e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan

{. cuti karcna alasan penting.

(2] Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan
penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali
penghasilan bulan terakhir.

(3] Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan
penuh.

Pasal Bb

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.



{2l

(5]

(4

(5)

{6)

Dircksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan

pengelnlaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

[Perserodal.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BFR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal; dan

c. rapat luar biasa.

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf

a dapat diselenggarakan:

a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas
undangan Komisaris Utama; atau

b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atan
atas permintaan Direksi.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapal diambil

di luar rapat Direksi sepanjang scluruh anggota Direksi

setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi

hal vang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila

terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi,

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 87

(1) Pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahiera Kota Malang

(Perseroda) merupakan pekerja FT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang pengangkatan,
pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya
ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
ketenagakerjaan dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Perjanjian kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:
a., PKWT; dan
b. PKWTT.



i3) Ketentuan mengenai pengangliatan, pemberhentian,

1)

2)

(3]

kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajiban serta
penjatuhan hukuman disiplin Pegawai PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perscroda) akan dituangkan lebih
lanjut di dalam Peraturan Direksi PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan mengenai
ketenagakerjaan dan Badan Usaha Milik Dacrah.

Pasal 88

Pegawai PFT. BFR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak
sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan
kinerja.

Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda).

Penghasilan pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pajl

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai PT. BPR Tugu

Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda) akan dituangkan
lebih lanjut di dalam Peraturan Perusahaan PT. BFR Tugu
Artha Sejahtera Kolta Malang (Perseroda) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
ketenagakerjaan.

(5] Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai PT. BFR

Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) ditetapkan
dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah

mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.



Pagal 89

PT. BPRE Tugu Artha Sejahiera Kota Malang (Perseroda)
mengikutsertakan pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota

Malang (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan

hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(1]

(2]

Pasal 90

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, FT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Ferscroda)
melaksanakan pregram peningkatan kapasitas sumber
daya manusia,

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas
sumber daya manusia PT, BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR Tugn
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) minimal sebesar
5 % (lima persen) dari total biaya.

Pagal 9l

(1) Pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

(Perseroda) wajib:

a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi
Negara Dberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. mendahulukan kepentingan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perscroda) di atas kepentingan
lainnya;

c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi
segala larangan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda);

d. memegang teguh rahasia PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan

e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan
sesual dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

(Perseroda) dilarang:

a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPR
Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda)
dan/atan Negara;

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan
keuntungan untuk diri sendiri secara langsung alau
tidak langsung vang merugikan PT, BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baikPT.
BPR Tugn Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
dan/fatau Negara,

d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai
rahasia PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) kepada pihak lain; dan

e. Menjadi pengurus dan anggota partai politik,

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesat
Satuan Pengawas Intern

Pasal 92

(1} Pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang
merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(2) Satuan pengawsas intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin olch seorang kepala yang bertanggung jawab
kepada direktur utama.

(3) Pengangkatan  kepala  safuan  pengawas intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setclah
mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 93

Satuar pengawas intern mempunyai tugas:



(1)

(<]

(2]

membantu  direktur utama dalam melaksanakan
pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), menilai
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT,
BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), dan
memberikan saran perbaikan;

memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau
hasil pelaksanaan (ugss satuan pengawas intern
schagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur
atama; dan

memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah
dilaporkan.

Pasal 94

Satuan pengawas intern memberikan laporan alas hasil
pelaksanaan tugas kepada Dircktur utama dengan
termbusan kepada Komisaris,

Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan
secara  langsung  kepada Komisaris atas  laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

FPasal 95

Direletur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan
pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk
selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi,

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil
langlkah wyang diperluken atas segala sesuatu yang
dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan
yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib
menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam
PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda) sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.



Bagian Kedua
Komite Audit Dan Komite Lainnya

Pasal 97

(1) Komisaris membentuk komite audit dan komite tainnya
vang bekeria secara kolektif dan berfungsi membantu
Kormisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

[2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin
oleh seorang angzota Komisaris,

(3) Komite audit dan komite lainnya scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat
berknordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 98

Komite audit mempunyai tugas:

a. metnbantu Komisaris dalam memastikan efeltivitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas
eksternal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang
dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupunauditor
elesternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan
sistemn pengendalian manajemen scrta pelaksanasnnya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang
memuaskan terhadap sepala informasi Vang
dikeluarkanperusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan
perhatian Komisaris; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan
vang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 99

(1) Dalam hal keuangan PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota
Malang (Perseroda) tidak mampu membiayal pelaksanaan
tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR Tugu



Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) tersebut dapat
tidak membenmk komite audit dan komite lainnva.

(2} Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya
dengan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan

oleh satuan pengawas intern.

Pasal 100

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit
dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Walilota.,
BAB XII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 101

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2] Rencana bisnis PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis schbelumnya;

b. kondisi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Persernda) saat ini;

¢, asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana
bisnis;

d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program
kerja;

¢, nilai dan  harapan  pemangku kepentingan
(stakeholder);

f. proyeksi Keuangan; dan

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan,



(3]

[+

(1)

(<)

(3]

(1)

(2}

Rencana hisnis PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3J)
merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pagal 102

Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran
tahunan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari
Rencana bisnis PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
g, rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
dan
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang telah
ditendatangani bersama Komisaris disampaikan kepada
RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 103

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS
tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan
dan anggaran PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
[Perseroda) dinyatakan berlaku.

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dalam
tahun buku wyang bersangkutan harus mendapal
pengesahan RUPS.
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(3

Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang telah mendapat
pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas
Jasa Keuangan.

Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RUPS
atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
(Operasional

Paragraf |
Standar Operasional Prosedur

Pasal 104

Operasional PT. BPR Tugu Artha Secjahtera Kota Malang
(Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional
proscdur,

Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Komisaris.

Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur
perbaikan secara berkesinambungan.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada avat (3) paling sedikit memuat aspek:

organ:

organisasi dan kepegawaian;

lreniangan;

pelayanan pelanggan;

resiko bisnis;

e e g P

pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

i. pengawasan,

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 {satu)
tahun sejak pendirian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda).



6]

(1)

(2]

(3)

Standar operasional prosedur sebagaimana dimalksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah,

Paragrafl 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 105

Pengurusan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

¢, pertanggungiawaban;

d. kemandirian; dan

¢. kewajaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana

dimaksud pada ayvat (2) bertujuan untuk:

a. mencapai mjuan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perscrodal;

b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Tugu Artha Scjahtera
Kota Malang (Perseroda) agar perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional;

c. mendorong pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan
efektif, serta memberdayakan fungsi;

d. meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) Kota Malang;

e. mendarong agar organ PT. BPR Tugu Artha Scjahtera
Kota Malang (Perseroda) dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT.
BPR Tupu Artha Sejghtera Kota Malang (Perseroda)
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(2)
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terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian
lingkungan di sekitar PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perserodal;

[ meningkatkan kontribusi PT. BPFR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang {Perseroda) dalam
perekonomian nasional;, dan

g, meningkatkan iklim wusaha wyang kondusii bagi
perkembangan investasi nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat {(3) ditetapkan oleh Direksi,

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan

paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang [Perseroda) didirikan.

Baman Ketiga
Pelaporan

Pasal 106

Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan

laporan tahunan.

Laporan triwulan dan laporan tshunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan

vang disampaikan kepada RUPS.

Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT. BFR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perserodal; dan

e. upaya memperbaiki kinerja PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perscroda).

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2

disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

akhir triwulan berkenaan.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
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sctelah tahun buku PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang [Perseroda) ditutup.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) han
kerja setelah laporan diterima.

Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (0)

harus disebutkan alasannya sccara tertulis.

Pasal 107

Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan
triwulan dan laporan tahunan.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1],
disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar
pEngawasan.

Pasal 103

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 107
ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan
laporan keuangan.

Laporan kegiatan operasional scbagaimana dimaksud

pada ayat (1}, meliputi:

a. perbandingan antara RKA PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dengan realisasi
RKA PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perserodal;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda); dan

c. rencana tindak lanjut atas RKA PT. BPR Tugu Artha
Scjahtera Kota Malang (Perseroda) yang belum tercapai.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat laporan arus kas,

Pasal 109
Laporan triwulan scbegaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan

laporan keuangan.
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Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas:

a. Perbandingan antara RKA PT. BPR Tugu Artha
Sciahtera Kota Malang (Perseroda) dengan realisasi
REA PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
{(Perserodal;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA FT. BPR
Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda); dan

c. rencana tindak lanjut atas RKA PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang [Perseroda) yang belum tercapai.

Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan

laporan arus kas,

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh)

hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 110

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 Ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang tclah
diaudit dan laporan manajemen.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

Laperan tahunan scbagaimana dimeksud pada ayat (1),
disampaikan kepada RUPS untuk disahkan paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada
masyarakat paling lambat 15 (lima belas) har kerja
sctelah laporan tahunan sebagaimena dimaksud pada
ayat (3), disahkan oleh RUPS.

Dalam  hal  terdapat anggota Direksi tidak
menandatangani  laporan  tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya
sccara tertulis.
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Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan
kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur,
Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa
Keuangan setempat.

Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah

disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perserodal.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 110 Ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perserodal;

¢. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun bulm yang
mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perscrodal;

e. laporan mengenal tugas pengawasan yang tclah
dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang
baru lampau;

{. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris, dan

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris
untuk tahun yvang baru lampau.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8)

huruf a paling sedikit memuat:

d. neraca akhir tahun buku yang barm lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

¢, laporan laba rugi dari tahun buku yvang
bersangkutan; c. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ckuitas; dan

. catatan alas laporan keuangan.



(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf b
sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

(11) Laporan tahunan bagi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda] dilaksanakan scsuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai

perseroan terbatas.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesam
Tahun Buku

Pasal 111

Tahun buku PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 112

(1) Penggunaan laba PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Perseroan Terbatas.

(2) Dividen PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan
penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pa=zal 113

(1) PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda)
dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu
lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga
lainnya.
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Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1,

dilakukan dengan prinsip:

a. sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. sesuai denpgan tata kelola perusahaan yang baik dan
kemanfaatan;

c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat
pptimal bagi PT. BPR Tugu Artha BSejahtera Kota
Malang (Perseroda); dan

d. melindungi kepentingan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Tugu Artha Sejahtera

Kota Malang (Perseroda) dilakukan oleh Direksi,

Pelaksanaan kerja samaPT. BPR Tugu Artha Sejahtera

Kota Malang (Perseroda) dengan pihak lain merupakan

kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal

perusahaan,

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain dilakukan melalui program:

a. kemitraan;

b. kerjasama operasi; dan

c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan.

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap

yang dimiliki PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang

(Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja

sama operasi.

Dalam hal kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat

(6] berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari

penvertaan modal Daerah pada PT. BPR Tugu Artha

Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dan dikerjasamakan

dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus

disetujui oleh RUPS luar biasa.

Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunasn

ekuitas berlaku ketentuan:



(9]

a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda] 3 (tiga) tahun terakhir dalam
keadaan schat;

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah
dari PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik

Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka

mendukung kerja sama daerah.

(10)PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan secsuai dengan  ketentuan  peraturan
perundangan-undangan.

(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR Tugu

(1)

(2)

Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda| diatur dalam
Peraturan Walikota.

BARB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 114

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT. BPR
Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dilakukan
oleh Waliknta sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (])
mendclegasikan  kewenangan — pembinaan  kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi
dan/atau perckonomian sebagai pembina Badan Usaha
Milik Daerah.



BAE XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN

Pasal 115

(1] Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan atau
Pengambilalihan  wajib  memperhatikan  ketentuan
Peraturgn Ferundangan-undangan.

(2) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan atau
Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:

a. PT. BPR Tugu Artha Sgjahtera Kota Malang (Perserodal,
pemegang saham minoritas, pegawai PT. BPRE Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda);

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda); dan

¢. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.

(3) Tata cara penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

BAB XVII
PEMBUBARAN, LIKUIDAS], DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM

Fa=sal 116

Tata cara pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status
badan hukum PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal.
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BAB XVl
KEPAILITAN

Pasal 117

PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perseroda)
dapat dinyatakan pailit sesuai dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kola Malang
(Perseroda) hanyva dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan apgar PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh
persetujuan darl Walikota dan DFRD, untuk selanjutnya
ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau
kelalaian Direksi dan kekayvaan PT. BPR Tugu Artha
Scjahlera Kota Malang (Perseroda) tidak cukup untuk
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, sctiap
anggota Direksi bertanggpung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian dimaksud.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai
yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT.
BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
dinyatakan pailt.

Anggota Direksi yang dapat membukiikan bahwa
kepailitan bukan karcna kesalahan atau kelalaiannya
tidak bertangmung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian dimalksud.

Pasal 118

Dalam hal aset PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
[Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk
melayani  kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah
Dacrah mengambil alih aset terscbut untuk melayani
kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan
fungsi aset yang bersangkutan.



(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih
vang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar
masyarakat sebapgaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Dacrah wajib menyediakan kebutuhan dasar
masyarakat dimaksud.

BAE X1Xx
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 119

(1) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nama,
Dewan Pengawas vang berfungsi sebagai Komisaris dan
Direksi PD. BPR Tugu Artha menjalankan tugas dan
wewenang masing-masing sampal dengan berakhirnya
periodesasi jabatan masing-masing,

(2] Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang telah
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap
berlaku sampai dengan berakhimya periodesasi masa
jabatan dimaksud.

(3) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama
schagaimana dimaksud pada Pasal 3, seluruh kekayaan,
hak dsn kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah
dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PD.
BPR Tugu Artha dialihkan kepada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

(4) Seluruh kekayaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota
Malang {Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 120

(1) Semua istilah penamaan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Tugu Artha yang dipakai dalam produk
hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah
ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai schagai PT. BPR



Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan

penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan Dacrah Bank
Perkreditan Ralkyat Tugu Artha dinyatakan masih tetap
berlaku.

(3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum

perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kota Malang Nomeor 13 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Raloyat,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah

int.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 121

Pada saat Peraturan Dacrah ini berlaku:

a.

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2],sampail dengan
Pasal 99, Peraturan Dacrah Kota Malang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri
E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

_Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah imi harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

. PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) tahun terhitung
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

. PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) wajib

memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama
melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 dan melakukan proses pengesahan status



bhadan hulkum melalui instansi yang berwenang, demikian
berdasarkan kelentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlakn pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah
Kota Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2019
WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJ]

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA

TIMUR : 382-12/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM,




PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG

[. PENJELASAN UMUM

Dalam kontecks pembangunan disektor perckonomian salah satu
instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyerasikan
dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan
adalah kedudukan lembaga perbanlkan, Peran strategis tersebut terutama
disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan
efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memingkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ckonomi
dan stabilitas nasional, kc arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan didaerah
tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan
perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya
Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang untuk lebih
ditinglsatkan fungsi dan perannys, sehingga dapat lebih flelesibel dalam
gerak operasionalnva. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan
dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin marntap sesual
dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang
serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank
Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang perlu didorong untuk
dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kota Malang sebagai
lembaga pelayanan publik dan pandangan masyarakat terhadap
keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.



Oleh karena itu, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu
Artha atau disingkat PD. BPR Tugu Artha sebagai Bank Perkreditan
Rakyat milik Pemerintah Kota Malang yang didirikan melalui Peraturan
Daerah Tingkat I1 Malang Nomor 10 Tahun 1981 tcntang Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat [ Malang dengan segala
perubahannya vang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi melalui
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Malang Nemor 12 Tahun
1998 Tentang Perusahaan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun
1998 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang dan terakhir telah dicabut dan dinyatakan tidalk
berlaku melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya periu
diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi
Perusahaan Persercan Daecrah (Perseroda). Perubahan bentuk badan
hukum tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 402
Avat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakvat Milik Pemerintahan Daerah.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan
agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya,
sehingga perannya sebagal motor penggerak perekonomian Daerah dapat
terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dapat diterapkan secara cicktif, yang merupakan
tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana tersebut di atas, sekaligus
diikuti dengan perubahan nama demikian untuk menghindari kemiripan
nama dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah tersimpan dalam
database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Avyat (1)
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha atau
disingkat PD. BPR Tugu Artha sebagai Bank Perkreditan Rakyat
milik Pemerintah Kota Malang vang didirikan melalui Peraturan
Daerah Tingkat [I Malang Nemor 10 Tahun 1981 tentang
Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dacrah Tingkat II
Malang dengan segala perubahannya yang dinyatakan dicabut dan
tidak berlala lagi melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyal Kotamadya Dacrah Tingkat II
Malang, schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998
Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadysa
Daerah Tingkat I Malang dan terakhir telah dicabut dan dinyatakan
tidale berlaltu melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan® adalah
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi asset’ adalah
gelisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai asct.
Hurul c
Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dan
penjualan saham dengan nilai nominalnya
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pagal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukurp jelas.
Huruf ¢
Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) harus disesuaikan dengan
jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan FT. BPR Tugu
Artha Sejahtera Kota Malang (Persercdal.



Avyat (2)
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda)’ adalah rincian kegiatan dengan
jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang discbut
bussiness plan.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Culmp jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Culcup jelas.
Pasal 20
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2}
Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik scring
dikenal scbagai RUPS luar hiasa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang



(Perserode)” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang
dilakukan oleh Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau
golongan tertentu, tetapl untuk kepentingan PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) secara menyeluruh dan sesuai
dengan maksud dan tujuan PT. BPR Tugu Artha Scjahtera Kota
Malang (Perseroda).
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Culeup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Culcup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Culoup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah
diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perscroda).
Avat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 32
Culoap jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.



Pasal 34
Culkup jelas.
Pasal 35
Culcup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Pengangkatan anggota Dewan  Komisaris  tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan FT. BFE
Tugu Artha Scjahtera Kota Malang (Perscrodal.
Ayat (2]
Culoup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Culkup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Culcup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Culcup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Paszal 48
Cukup jelas.



Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Awat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culkup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Culkup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah vang mengatur bahwa anggota DFRD dilarang
merangkap jabatan sebagai pegawai PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda) atan hadan lain vang
anggarannya bersumber dari APBD.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Avat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (o)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu® adalah keadaan
mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak
mungkin diadakan rapat.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perserodal.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Culkup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Culkup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.



Pasal 66
Culkup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (])
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik
kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri  sendiri
dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, schingga
dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/
atau tindalan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Culcup jelas.
Pasal 75
Culaap jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.



Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukmp jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu® adalah keadaan
mendesak vang membutuhkan keputusan secara cepal dan tidak
mungkin diadakan rapat.
Ayat (6]
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.



Pasal B9
Cukup jelas.
Pasal 90
Avat (1)
Culiup jelas.
Avat (2)
Total biava vang dimaksud adalah total biaya tenaga kerja tahun
schbelumnya.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas,
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Culoup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas,



Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi® adalah
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
vang relevan mengenai perusahaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas’ adalah kejelasan
fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektifl.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggunglawaban” adalah
kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip korporasi vang schat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan
dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
dan prinsip korporasi yang sehal.
Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran” adalah keadilan dan
kesetarsan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan
(stakeholders) vang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Culkup jelas.
Ayat (4)
Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat
manual pengurus (beard manual, manual manajemen risiko,
sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisime
pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT. BPR Tugu Artha
Sejahtera Kota Malang (Perseroda), tata kelola teknologi informasi,
dan pedoman perilaku etika (code of conduc).



Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasgal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pagal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Culcup jelas.
Pasal 112
Culkup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila
akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Sclanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
atann Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya
monopoeli atau menopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan
masyarakat.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas



Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jclas
Pasal 122
Cukup jelas
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